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Menimbang

Mengingat :

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan
Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Kementerian

Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
870);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
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Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2020-2024.

Pasal 1
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-
2024 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian
Ketenagakerjaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun
2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian
Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam
Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis

Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
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diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral
dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini,
tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan
ckonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara
berkembang pada umumnyva terkait erat dengan ketepatan formulasi
kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi serta dukungan
infrastruktur yang memadai. Semua aspek ini telah direncanakan
secara berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi
pembangunan nasional “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan
Makmur”. Memasuki periode keempat RPJPN tersebut, pembangunan
ketenagakerjaan semakin menjadi aspek krusial untuk diprioritaskan.
Hal ini terlihat dari salah satu sasaran pokok yang bertujuan
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya
saing. RPJPN menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan
nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di
seluruh wilayah Indonesia.

Gambaran umum atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini
terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia
usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah
angkatan kerja yang sudah mencapai 133,56 juta orang pada 2019
(Badan Pusat Statistik, Agustus 2019) merupakan potensi yang dapat

mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia.

www.peraturan.go.id



